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Abstrak 
Sistem Informasi Manajamen Daerah (SIMDA) keuangan merupakan suatu program aplikasi yang 
ditunjukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Fenomena 
pada penelitian ini yaitu gangguan koneksi jaringan internet pada SIMDA keuangan versi 2.7. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 dan 
kendala dalam implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 di Sub Bagian Keuangan BPPRD kota Medan. 
Peneliti menggunakan teori implementasi menurut George C. Edward III yaitu (komunikasi, sumber 
daya, disposisi dan struktur birokrasi). Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif yang bersifat 
deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu kepala sub bagian keuangan dan staff pegawai PNS 
dan Non PNS. Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi 
manajemen daerah (SIMDA) keuangan versi 2.7 pada sub bagian keuangan BPPRD kota Medan sudah 
berjalan dengan baik dan para staff pegawai juga sudah memahami dalam pengoperasian SIMDA 
tersebut. Namun yang menjadi kendala pada Implementasi ini yaitu gangguan koneksi jaringan 
internet sehingga mengganggu pekerjaan pada saat melakukan penginputan data. 
Kata Kunci: Implementasi; Sistem Informasi Manajemen Daerah  Keuangan. 

 
Abstract 

The Regional Management Information System (SIMDA) finance is an application program that is 
intended to assist local governments in managing their regional finances. This study aims to determine 
how the implementation of financial SIMDA version 2.7 and obstacles in implementation financial SIMDA 
version 2.7 in the Sub-Division of Finance BPPRD Medan city. Researchers used the theory of George C. 
Edward III regarding implementation, namely (communication, resources, dispositions and bureaucratic 
structures). This type of research is descriptive qualitative research. The sources of data in this study are 
the head of sub-section of finance and staff of civil servants and non civil servants. Data were collected 
based on data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The informants 
in the study were the Head of Sub Division of Finance and financial staff. As for the results of the study 
showed that the implementation of the regional management information system (SIMDA) version 2.7 in 
the financial sub-section of the Medan City BPPRD has gone well and the staff have also understood the 
operation of the SIMDA. but the problem with this implementation is the disruption of the internet 
network connection so that it interferes with work when inputting data. 
Keywords: Implementation; Management Information Systems Regional Finance. 
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PENDAHULUAN 
Pelaksanaan pembangunan berhubungan dengan peran pemerintah daerah di dalamnya, 

karena dukungan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi faktor penting dari 
berhasilnya suatu pembangunan. Mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dengan asas desentralisasi, atau yang lebih dikenal dengan 
nama otonomi daerah. 

Otonomi daerah juga memberi kewenangan pemerintah daerah untuk menentukan 
kebijakan, melaksanakan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Pemerintah 
daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja dan pengelolaan keuangan daerah agar efektif, 
efisien, transparan serta akuntabilitas. Hal ini diperlukan dalam rangka agar terwujudnya 
kualitas laporan keuangan yang baik guna  mencapai suatu sistem tata pemerintahan yang baik  
(good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). 

Pada era globalisasi saat ini, instansi pemerintah daerah dituntut agar dapat memanfaatkan 
kemajuan Teknologi Informasi (TI) dalam meningkatkan kinerja pegawai khususnya dalam hal 
laporan keuangan. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang standar 
akuntansi pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 tahun 2013 tentang 
penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah 
diwajibkan menerapkan SAP berbasis akrual paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Untuk 
mendukung peraturan tersebut dibutuhkan suatu sistem yang dapat diandalkan (reliable), 
sistem yang mampu mengolah data-data (input) dan menghasilkan informansi (output) yang 
dapat digunakan untuk manajemen dalam pengambilan keputusan. Menurut Davis dalam 
Rochaety (2017:10) sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem manusia dan mesin 
yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan 
proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Melalui Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis 
teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah daerah menghasilkan informasi keuangan 
yang relevan, cepat, akurat, lengkap, dan dapat di uji kebenarannya, sistem tersebut yaitu sistem 
informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan. Sistem ini terdiri dari beberapa versi, namun 
yang berbasis akrual ialah versi 2.7 sebagai penyempurnaan dari versi-versi sebelumnya. Hal ini 
dikarenakan dinamika perubahan regulasi yang bersifat dinamis dan fleksibel memiliki pengaruh 
penting terhadap setiap pengembangan aplikasi SIMDA keuangan, agar dapat mengikuti setiap 
perubahan regulasi dari masing-masing stakeholder. 

Menurut data BPKP sampai tanggal 30 juni 2020, Program aplikasi SIMDA keuangan sudah 
di implementasikan oleh 395 pemerintah daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 
(BPPRD) Kota Medan khususnya sub bagian keuangan salah satu pemerintah daerah yang sudah 
mengimplementasikan SIMDA keuangan. Aplikasi SIMDA keuangan bisa digunakan sebagaimana 
mestinya apabila didukung akses jaringan internet, fenomena yang diamati oleh peneliti pada 
sub bagian keuangan BPPRD kota Medan salah satu pegawai harian lepas (PHL) dan sebagai 
operator SIMDA keuangan yaitu Bapak Andy S.E mengatakan SIMDA keuangan sudah di 
implementasikan pada tahun 2016 menggunakan SIMDA keuangan versi 2.7 hingga saat ini. 
Adapun yang menjadi masalah pada gangguan koneksi jaringan internet sehingga menyebabkan 
proses penginputan data menjadi tertunda dan rentan mengakibatkan kesalahan dalam 
menginput data (wawancara, 18 november 2020).   

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian dari Feralien Sembel, Johnny 
Posumah, dan Very Londa (2019) “Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen 
Keuangan Daerah suatu studi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Kepulauan Talaud” hasil dari penelitiannya implementasi kebijakan masih belum berjalan 
dengan baik dan masih terdapat kendala dalam implementasi tersebut seperti kerusakan 
jaringan sistem aplikasi dan sarana dan prasarana yang kurang memadai serta keterbatasan 
kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Beda hal dengan penelitian yang dilakukan 
penulis, mengenai Implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 sudah berjalan dengan baik, 
didukungnya sarana dan prasarana serta SDM yang mencukupi untuk menjalankan implementasi 
tersebut, namun masih seringnya terjadi gangguan koneksi jaringan internet.  



71 

 

Penelitian dari Novlentina Pasi, Abdul Kadir, dan Isnaini (2017) “Implementasi Sistem 
Informasi Manajemen Daerah Keuangan berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Dairi” hasil 
dari penelian menunjukkan bahwa pelaksana SIMDA keuangan versi 2.7 berbasis akrual sudah 
terlaksana melalui faktor komunikasi dan disposisi. Adapun permasalahan adalah dari faktor 
sumber daya dan struktur birokrasi. Pada penelitian yang dilakukan penulis keempat indikator 
tersebut sudah berjalan dengan baik. (Nasution dkk, 2021; Pratama, 2022). 

Penelitian dari Nova Roslina Firdaus (2017) “Kajian Implementasi Sistem Informasi 
Manajemen Daerah (SIMDA) dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat” hasil penelitian menunjukkan Sistem Informasi 
Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah 
mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah yaitu (1) Penganggaran, (2) 
Perubahan anggaran, (3) Penatausahaan, dan (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban. 
Sedangkan pada penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi SIMDA 
keuangan versi 2.7. 

Berdasarkan persoalan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan research tentang 
“Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Pengelola 
Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan”. Maka dari uraian latar belakang 
permasalahan tersebut tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi 
SIMDA keuangan versi 2.7 pada sub bagian keuangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 
Daerah Kota Medan, dan untuk mengetahui kendala dalam implementasi SIMDA keuangan versi 
2.7 pada sub bagian keuangan BPPRD kota Medan. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang 
memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh yang berhubungan dengan objek 
yang diteliti dan mengumpulkan data dan fakta sebanyak-banyaknya. Metode yang digunakan 
peneliti dapat mendeskripsikan dan menganalisis suatu kejadian atau peristiwa sesuai dengan 
masalah yang diangkat oleh penulis dengan judul Implementasi Sistem Informasi Manajemen 
Daerah (SIMDA) keuangan pada Sub bagian keuangan BPPRD kota Medan. 

Penelitian ini dilaksanakan di sub bagian keuangan pada BPPRD Kota Medan yang 
beralamat di Jl. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32, Medan, Sumatera Utara. Adapun 
waktu penelitian yang dilakukan Peneliti selama sebulan yaitu mulai dari bulan Februari 2021 - 
Maret 2021. Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam maka dalam penelitian ini 
ditetapkan informan penelitian. Menurut Afrizal (2016:139) “informan penelitian adalah orang 
yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau 
suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam”. Informan penelitian terdiri dari 
informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Adapun informan dalam penelitian ini 
yaitu kepala sub bagian keuangan sebagai informan kunci, 3 orang Pegawai Negeri Sipil sebagai 
informan utama dan 2 orang non Pegawai Negeri Sipil sebagai informan tambahan dalam 
penelitian. (Pratama dkk, 2019;Lubis dkk,2019). 

Peneliti juga menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data 
guna memperoleh informasi jelas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu 
observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Observasi menurut Sutrisno 
Hadi dalam Sugiyono (2015 : 203) merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 
tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi yang dilakukan yaitu mengamati 
kegiatan sub bagian keuangan di kantor BPPRD kota Medan dalam proses administrasi keuangan 
dengan menggunakan aplikasi SIMDA keuangan versi 2.7 serta ingin mengetahui apa yang 
menjadi kendala dalam implementasi SIMDA keuangan versi 2.7. Interview 
(wawancara)Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2015:318), mengemukakan bahwa 
dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 
partisipan dalam menginterpresentasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak 
bisa ditemukan melalui obsevasi. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan tujuan untuk 



72 

mengumpulkan informasi yang kompleks berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi 
mengenai implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan versi 2.7 dan 
kendala dalam implementasi tersebut pada BPPRD Kota Medan. Dan dokumentasi Menurut 
Sugiyono (2015:329) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 
tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 
misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. 
dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. 
Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian implementasi sistem informasi 
manajemen daerah (SIMDA) keuangan versi 2.7 seperti foto, gambar serta data-data yang 
diperlukan peneliti. Analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis data model Miles 
dan Huberman (2012:255) meliputi : Pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian Data dan 
Kesimpulan Data 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan versi 2.7 pada 
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan  

Komunikasi 
Komunikasi adalah indikator penting untuk melaksanakan suatu implementasi kebijakan. 

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang 
harus dilakukan, dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan 
kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi 
George C. Edward III dalam Mulyadi (2016:68). Terdapat tiga hal yang sangat penting pada 
komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi yaitu penyampaian pesan 
dengan baik dan mudah dimengerti maka dapat melaksanakan implementasi yang bersifat baik 
pula. Kejelasan yaitu informasi atau pesan disampaikan secara jelas sehingga dapat diterima dan 
tidak membingungkan para pelaksana kebijakan. Konsistensi yaitu pesan disampaikan tidak 
berubah-ubah yang dapat membingungkan pelaksana kebijakan. Komunikasi pada SIMDA 
keuangan versi 2.7 berkaitan dengan proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) yang menggunakan SIMDA keuangan versi 2.7 termasuk sub bagian keuangan BPPRD 
kota Medan. Sosialisasi mengenai SIMDA keuangan versi 2.7 pada sub bagian keuangan BPPRD 
kota Medan juga dilakukan dengan bimbingan langsung  kepada para staff pegawai yang baru 
bergabung, mereka diajarkan bagaimana menginput data laporan keuangan dengan memakai 
aplikasi SIMDA keuangan versi 2.7 pada saat melakukan pekerjaan oleh para pegawai yang 
sebelumnya mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan pihak BPKAD dan BPKP. Kebijakan ini 
diterapkan pada waktu akuntasi berbasis akrual, sesuai dengan peraturan pemerintah daerah 
maka diwajibkan menggunakan aplikasi tersebut, dengan tujuan mempermudah pekerjaan 
khususnya pada bidang laporan keuangan pemerintah daerah. karena pada saat data-data di 
input secara otomatis masuk kedalam akun-akun yang sudah tersedia. (Tarigan dkk, 2021; 
Nasution dkk, 2021).  

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis mengenai implementasi SIMDA keuangan 
versi 2.7 pada sub bagian keuangan BPPRD kota Medan pada indikator komunikasi yang 
berkaitan dengan sosialisasi, dapat disimpulkan bahwa transmisi yang berkaitan pada proses 
sosialisasi sudah efektif dilakukan oleh pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daeah 
(BPKAD) dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP). Kejelasan informasi dari 
sosialisasi yang disampaikan juga sangat jelas, hal ini dapat dilihat pada pemahaman para staff 
pegawai keuangan dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Dan mengenai konsistensi informasi 
sudah cukup baik, tidak berbelit-belit serta konsisten. Seperti yang disampaikan oleh informan 
kunci yaitu Ibu Dra. Fitriaty Hasibuan, MM selaku kepala sub bagian keuangan (Kasubbag) 
BPPRD Kota Medan yang mengatakan bahwa “SIMDA keuangan versi 2.7 di implementasikan 
pada tahun 2016 dan sebelum diterapkan kebijakan ini tentu dilakukan sosialisasi bagaimana 
menggunakan aplikasi tersebut. Sosialisasi sudah efektif dilakukan oleh Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. dan semua jajaran yang ada di sub bagian 



73 

 

keuangan pastinya menggunakan sistem aplikasi SIMDA keuangan versi 2.7 dan terkoneksi 
langsung ke BPKAD kota Medan. 

Sumber Daya 
Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. George C. 

Edward III dalam Mulyadi (2016:68) Kebijakan yang sudah dikomunikasikan secara jelas dan 
konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, 
implementasi tidak akan berjalan efektif sebagaimana yang di inginkan. Pada implementasi 
SIMDA keuangan versi 2.7 sumber daya berkaitan terhadap sumber daya manusia dan sumber 
daya lainnya seperti fasilitas untuk mendukung implementasi tersebut. Pada sumber daya 
finansial (pendanaan) bukan pihak BPPRD Kota Medan yang menyediakan ataupun mengelola 
dana dalam mendukung kebijakan ini, akan tetapi ada pihak lain yang berperan khusus untuk hal 
itu. Sumber daya manusia (SDM) dari segi kuantitas sudah mencukupi dan didukung dari jumlah 
pegawai yang tersedia, sedangkan dari segi kualitas para staff pegawai keuangan BPPRD kota 
Medan mampu dalam mengoperasikan SIMDA keuangan versi 2.7. Sumber daya pendukung lain 
seperti fasilitas sudah cukup memadai, dilihat dari tersedianya komputer bagi setiap pegawai. 
seperti yang disampaikan oleh informan utama yaitu ibu Maslina Fitrianty Siregar, S.E sebagai 
staf pegawai keuangan BPPRD Kota Medan mengatakan bahwa “Para staf pegawai yang ada di 
sub bagian keuangan BPPRD kota Medan sudah mampu dalam mengoperasikan SIMDA keuangan 
versi 2.7. untuk jumlah pegawai dan fasilitas juga sudah cukup memadai”. Fasilitas yang tidak 
memadai maka implementasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik, karena ketersediaan 
komputer bagi setiap pegawai dapat mendukung berjalannya implementasi SIMDA keuangan 
versi 2.7. (Suryani, A. I., & Suharyanto, A. (2016). 

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai sumber daya pada implementasi SIMDA 
keuangan versi 2.7 di BPPRD Kota Medan dapat dikatakan sangat penting dalam mendukung 
implementasi kebijakan yang efektif, seperti sumber daya manusia yang mencukupi serta 
kemampuan para staff pegawai dalam mengoperasikan SIMDA keuangan versi 2.7 di sub bagian 
keuangan BPPRD kota Medan. Sumber daya lain yang mendukung implementasi SIMDA 
keuangan versi 2.7 tersebut yaitu meliputi fasilitas dalam implementasi ini seperti jumlah 
komputer yang memadai, setiap staff pegawai mempunyai komputer masing-masing untuk 
melakukan proses penginputan data keuangan. Sumber daya juga berkaitan pada sumber daya 
finansial (dana) pada implementasi SIMDA keuangan versi 2.7. Sumber dana yang dialokasikan 
dalam penerapan implementasi tersebut adalah dari pihak yang berwenang dalam hal 
pendanaan, bukan dari BPPRD kota Medan. BPPRD kota Medan khususnya sub bagian keuangan 
hanya sebagai user (pemakai) aplikasi SIMDA keuangan versi 2.7.  
 
Disposisi 

Disposisi berkaitan pada sikap watak dari pelaksana (implementor). Menurut George C. 
Edward III dalam Mulyadi (2016:68) disposisi merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki 
oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. serta disposisi juga berkaitan 
pada kemampuan yang dimiliki pelaksana kebijakan. Sikap dari para implementor terhadap 
kebijakan implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 sangat setuju, dengan adanya program 
aplikasi SIMDA keuangan versi 2.7 dapat memudahkan staff keuangan dalam hal menginput 
data-data keuangan dibandingkan dengan menginput secara manual. Dan tersedia bagian-bagian 
atau akun- akun untuk mempermudah penginputan data dengan menggunakan aplikasi tersebut, 
selain itu sikap dari para staff keuangan mengenai implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 
sangat baik, mereka menerima dan mendukung dengan adanya kebijakan tersebut, karena ini 
merupakan tuntutan asas transparansi dari pemerintah daerah khususnya dalam hal laporan 
keuangan. Seperti wawancara penulis dengan salah satu informan utama yaitu bapak Alfa Rheza 
Daulay, S.E, M.Si selaku staff pegawai keuangan yang mengatakan bahwa “kebijakan 
implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 diawalnya saja rumit akan tetapi ini merupakan 
tuntutan asas transparansi pemerintah, kita support dan memang kita harus siap belajar 
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menggunakannya. kita berharap SIMDA ini lebih sederhana karena ini merupakan sistem yang 
mengatur proses pelaporan keuangan pemerintah daerah”. 

Berdasarkan hasil analisis dan observasi yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan 
bahwa mengenai disposisi pada implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 pada BPPRD Kota 
Medan berkaitan dengan sikap pelaksana kebijakan, adanya dukungan dan sikap baik para staff 
keuangan BPPRD kota Medan terhadap kebijakan implementasi SIMDA keuangan versi 2.7. 
Seluruh  staff pegawai di sub bagian keuangan baik PNS dan Non PNS setuju dengan kebijakan 
yang dibuat, karena dengan adanya sistem atau aplikasi SIMDA keuangan membantu para staff 
pegawai dalam melakukan pekerjaan yaitu menginput data keuangan. Observasi yang dilakukan 
peneliti tentang kemampuan yang dimiliki staff pegawai PNS dan Non PNS dalam 
mengoperasikan SIMDA keuangan versi 2.7 bisa dikatakan mampu mengoperasikan aplikasi 
tersebut. Serta sikap konsisten dari staff pegawai sub bagian keuangan BPPRD kota Medan dalam 
melaksanakan SIMDA keuangan versi 2.7 secara sungguh-sungguh dan memahami sepenuhnya 
tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut. 

 
Struktur Birokrasi  

Standar Operating Procedures atau (SOP) merupakan salah satu dari aspek struktur yang 
penting dari setiap organisasi. Menurut George C. Edward III dalam Mulyadi (2016:68) struktur 
organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh dalam 
implementasi kebijakan. SOP menjadi acuan bagi setiap pelaksana kebijakan (implementor) 
dalam bertindak. Struktur birokrasi pada implementasi SIMDA keuangan berkaitan terhadap 
pembagian tugas dalam mengoperasikan  SIMDA keuangan versi 2.7. Pada sub bagian keuangan 
BPPRD kota Medan terdapat pembagian tugas pokok dan tanggung jawab kepada masing-masing 
bidang, mereka mempunyai tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. 
Pembagian tugas dalam menginput data ke SIMDA keuangan versi 2.7 berbagai macam, ada yang 
menginput khusus ketetapan pajak parkir, ketetapan pajak restoran, ketetapan pajak air tanah 
dan lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak ada tumpukan pekerjaan. Setiap bulannya akan ada 
rekonsiliasi data yang nantinya dirangkum menjadi laporan persemesteran atau pertahun. 
Standar operating procedures (SOP) digunakan sebagai acuan untuk langkah-langkah atau 
tahapan yang akan diambil selama proses kegiatan ataupun program yang akan dilaksanakan. 
Menurut ibu Dra. Fitriaty Hasibuan M.M selaku kepala sub keuangan (kasubbag) BPPRD kota 
medan mengatakan bahwa “semua pegawai sudah mengacu SOP yang ada, sesuai dengan bidang 
mereka masing-masing dan bertanggung jawab dari awal sampai akhir dalam satu anggaran, dan 
selalu saya monitoring juga evaluasi laporan keuangan agar tidak terjadi penumpukan diakhir 
tahun”. (Purba, J.F. Tarigan, U. dkk 2019). 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menyimpulkan bahwa struktur 
birokrasi yang berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) pada implementasi SIMDA 
keuangan versi 2.7 di BPPRD kota Medan sudah baik dilakukan. Hal ini dilihat dari para staff 
pegawai keuangan dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada SOP yang telah ada. dan 
pembagian tugas-tugas kewajiban dan wewenang sudah dilaksanakan dengan baik. masing-
masing pegawai bertanggung jawab dari awal sampai akhir mengenai laporan keuangan dalam 
satu tahun anggaran. 
Kendala dalam implementasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan 
versi 2.7 pada sub bagian keuangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) 
kota Medan 

Berdasarkan hasil analisis dan observasi penulis setelah melakukan penelitian mengenai 
kendala dalam implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 pada BPPRD Kota Medan, hasil yang 
didapatkan dari informan kunci, informan utama dan informan tambahan saling berkaitan. Tidak 
hanya masalah gangguan jaringan internet saja, tetapi juga pada servernya. Namun 
permasalahan server tidak menjadi kendala yang sangat berarti dibandingkan dengan masalah 
pada gangguan koneksi jaringan internet. Menurut analisis peneliti bahwa SIMDA keuangan versi 
2.7 merupakan sebuah sistem atau aplikasi yang dapat beroperasi dengan adanya koneksi 
jaringan internet. Adapun yang menjadi kendala pada implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 
yaitu gangguan koneksi jaringan internet, hal ini sering terjadi pada saat melakukan pekerjaan 
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yaitu menginput data keuangan. Sebelumnya sub bagian keuangan BPPRD kota Medan memakai 
antena radio ring untuk koneksi jaringan internet. Dua tahun terakhir sudah memakai fiber 
optik, dan jaringan internet sudah baik, tetapi adakalanya fiber optik ini lambat, sehingga 
koneksi jaringan juga menjadi lambat. Jika masalah pada jaringan internet terjadi, pihak sub 
bagian keuangan BPPRD kota Medan menghubungi Dinas Kominfo selaku penyelenggara 
jaringan. Penulis mewawancarai informan kunci yaitu ibu Dra. Fitriaty Hasibuan M.M selaku 
Kepala sub bagian keuangan (Kasubbag) BPPRD kota Medan mengatakan bahwa “seperti yang 
kami jalani lebih kurang 4 (tahun) kendala yang berarti tidak ada, yang sering kita alami hanya 
masalah pada gangguan jaringan internet, karena sistem ini dapat beroperasi dengan jaringan 
internet. ketika jaringan internet bermasalah maka dapat mengganggu pekerjaan pada saat 
menginput data ke SIMDA keuangan versi 2.7. 
 
SIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penulis setelah melakukan penelitan pada 
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan mengenai implementasi 
SIMDA keuangan versi 2.7 maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi SIMDA keuangan versi 
2.7 di sub bagian keuangan BPPRD kota Medan sudah diterapkan sejak tahun 2016. Komunikasi 
yang dilakukan sudah sangat efektif, hal ini terlihat jelas dari transmisi, kejelasan dan konsistensi 
informasi yang disampaikan. Sumber daya yang mencangkup sumber daya manusia, sumber 
dana dan fasilitas juga sudah memadai. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan implementasi 
SIMDA keuangan versi 2.7 sudah baik, mereka mampu menjalankan kebijakan tersebut. Dan 
struktur Birokrasi yang berkaitan pada standar operasional prosedur (SOP) yang ada sudah 
dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat pada pembagian tugas masing-masing staff pegawai 
keuangan. Adapun kendala pada implementasi SIMDA keuangan versi 2.7 yaitu masalah pada 
gangguan jaringan internet, sehingga mengganggu pekerjaan pada saat melakukan pengimputan 
data. Jika gangguan jaringan internet terjadi pihak sub bagian keuangan BPPRD kota Medan 
menghubungi Dinas Kominfo selaku penyelenggara jaringan. 
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